Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Diduga Rugikan Negara
Miliaran Rupiah, Kejari Selayar Usut Dugaan Korupsi di Desa Lamantu

Sumber gambar:
https://waspadapos.com/2024/06/04/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kejari-selayar-usut-
dugaan-korupsi-di-desa-lamantu/

Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar saat ini tengah mengusut Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDs) pada Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu,

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 s/d 2022.

Tim Penyidik telah memeriksa 23 (dua puluh tiga) orang saksi terkait dugaan tindak
pidana korupsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDs).

Diketahui Anggaran Desa Lamantu sebagaimana tertuang di dalam APBDesa tahun
2019 sejumlah Rp1.579.006.948,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam
ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), tahun 2020 sejumlah Rp1.663.789.134,00
(satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus

tiga puluh empat rupiah), tahun 2021 sejumlah Rp1.705.226.281,196,00 (satu milyar tujuh
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ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu seratus Sembilan
puluh enam sen), dan tahun 2022 sejumlah 1.824.762.628,00 (satu milyar delapan ratus dua

puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Adanya indikasi penyalahgunaan keuangan Desa tersebut bermula dari
informasi/pengaduan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh

Tim Penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Kepala Seksi Intelijen, La Ode Fariadin menuturkan bahwa berdasarkan hasil
Penyelidikan ditemukan fakta hukum terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan
keuangan Desa baik ADD dan DDs, perbuatan melawan hukum yang dilakukan berasal dari
pekerjaan fisik dan nonfisik, berupa kegiatan-kegiatan yang diduga fiktif, dan kekurangan
volume pekerjaan, perbuatan tersebut disiasati dengan rekayasa laporan pertanggungjawaban
keuangan disesuaikan dengan item kegiatan dalam APBDes tentu saja tidak sesuai fakta yang

sebenarnya.

Selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan, perkara tersebut ditingkatkan ke Tahap
Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan
Selayar Nomor: PRINT-058/P.4.28/Fd.1/01/2024 tanggal 25 Januari 2024. Ucap Kasi Intel

Lebih Lanjut La Ode menyampaikan saat ini Tim Penyidik tengah melakukan
pendalaman terhadap perkara tersebut, kami dalam tahapan mengumpulkan 2 (dua) alat bukti
yang sah, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang
terdiri atas Perangkat Desa, BPD, pihak Kecamatan, dan penerima manfaat dan Inspektorat
Kabupaten Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sebanyak 114 (seratus
empat belas) barang bukti yang terdiri dari dokumen APBDesa, Surat Pertanggung Jawaban
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, serta sekitar 9 (sembilan)

sertifikat tanah yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan keuangan desa

“Spirit penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tim saat ini

adalah follow the money dan follow the asset,” pungkasnya.

Tim Penyidik sebelumnya telah melakukan perhitungan sementara kerugian Keuangan
Negara akibat pengelolaan keuangan Desa pada Desa Lamantu yaitu berkisar miliaran rupiah.
Kendati demikian, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar akan berkoordinasi dengan ahli untuk

perhitungan kerugian keuangan negara. Tandasnya
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Dalam sumber yang berbeda disebutkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan
Selayar saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) dan Dana Desa (DDs) di Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kepulauan Selayar

Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2022.

Tim Penyidik telah memeriksa 23 (dua puluh tiga) orang saksi terkait dugaan tindak
pidana korupsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDs) di Desa
Lamantu. Untuk diketahui, Anggaran Desa Lamantu sebagaimana tertuang di dalam APBDesa
TA. 2019 sejumlah Rp1.579.006.948,00-, TA. 2020 sejumlah Rp1.663.789.134,00-, TA. 2021
sejumlah Rp1.705.226.281,196,00 dan TA. 2022 sejumlah 1.824.762.628,00-.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, S.H., kepada
Pewarta, Selasa (4/6/2024) mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan desa
tersebut bermula dari informasi atau pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti
dengan proses penyelidikan oleh Tim Penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

"Berdasarkan hasil Penyelidikan ditemukan fakta hukum terjadinya tindak pidana
korupsi dalam pengelolaan keuangan desa baik ADD dan DDs, perbuatan melawan hukum
yang dilakukan berasal dari pekerjaan fisik dan nonfisik, berupa kegiatan-kegiatan yang diduga

fiktif, dan kekurangan volume pekerjaan," jelas Kasi Intelijen, La Ode Fariadin.
Sumber Berita:

1. https://waspadapos.com/2024/06/04/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kejari-selayar-
usut-dugaan-korupsi-di-desa-lamantu/, 4 Juni 2024

2. https://www.mediaselayar.com/2024/06/kejari-selayar-usut-dugaan-korupsi-di.html,
4 Juni 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor 003/PUU-1V/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang
berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. PUTUSAN Nomor 25/PUU-XV/2016 menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
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2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori
IIT dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka
22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
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